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ABSTRACT

Jakarta has been designated as the capital of th shrough the
Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 1064 Statement of the
Special Capital Region of Jakarta Raya Staying las Capital of the
Republic of Indonesia By the name of Jakarta, italso the center of
government and the business center that transfdrhess the appeal for the
population to Live and earn a living in the capital

Indonesia moved the capital to Yogyakarta from danul946 to
December 1949 because of the war of independemoe Bukittinggi in
West Sumatra it was also a capital city when PesidSukarno formed an
emergency government before he was captured byDiiteh between
December 1948 and June 1949. Bireuen in Aceh Peeviiad also been the
capital of the country for only a week, and afteattthe capital returned to
Jakarta awaits independence through the Proclammatib Independence of
the Unitary State of the Republic of Indonesia.

The move of the nation's capitals takes place wersé countries and
some countries have success stories in their sffortnove the old capital to
new places, such as Kuala Lumpur to Putrajaya ifdyisia, Bonn to Berlin
in Germany, Melbourne to Canberra in Australia, Mdblid to Madrid in
Spain, or Kyoto to Tokyo in Japan. Successful eap@location can occur
in both developed and developing countries. Dud&niown worldwide as a
key business city but Abu Dhabi is the capitalhef tnited Arab Emirates.
In India, Mumbai is the business capital, while NBwlhi is the seat of
government.

Common reasons for the transfer of the capital sweio-economic
considerations, political considerations, and gexgtical considerations.
Indonesia considers all three factors in the anialye move its capital, not
only in-country analysis, but also an analysis loé xperiences of other
countries in the world that have moved their cdpifdne experience of the
various countries that have moved their capitall vptovide input and
consideration that would otherwise be used as aemappropriate analytical
tool to examine problems in Indonesia.
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ABSTRAK

Jakarta telah ditetapkan sebagai Ibu Kota negailaluméJndang-
Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1964 TentRernyataan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap SebagaiKiiia Negera
Republik Indonesia Dengan Nama Jakarta, juga mepjgat pemerintahan
dan pusat bisnis yang mengubahnya memiliki dayk taagi penduduk
untuk tinggal dan mencari nafkah di ibu kota.

Indonesia memindahkan Ibu Kota ke Yogyakarta danudri 1946
sampai Desember 1949 karena perang kemerdekaan.BDlattinggi di
Sumatera Barat juga sempat menjadi ibu kota saesiden Sukarno
membentuk pemerintah darurat sebelum ia ditanghalp Belanda antara
Desember 1948 dan Juni 1949. Bireuen di ProvinsthAquga pernah
menjadi Ibu Kota Negara walau hanya seminggu laaaaign setelah itu ibu
kota kembali ke Jakarta menanti kemerdekaan mel&mwklamasi
Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perjalanan pemindahan ibu kota negara terjadi deta@a negara
dan beberapa negara memiliki kisah sukses dalamyaupaereka
memindahkan ibu kota lama ke tempat-tempat bapgrseKuala Lumpur
ke Putrajaya di Malaysia, Bonn ke Berlin di Jermde]bourne ke Canberra
di Australia, Valladolid ke Madrid di Spanyol, atdéyoto ke Tokyo di
Jepang. Keberhasilan relokasi ibu kota dapat tediadegara maju maupun
berkembang. Dubai dikenal di seluruh dunia sebegfai bisnis utama tetapi
Abu Dhabi adalah ibu kota Uni Emirat Arab. Di IndMumbai adalah ibu
kota bisnis, sementara New Delhi sebagai pusat petalean.

Alasan umum pemindahan ibukota adalah pertimbargzsial
ekonomi, pertimbangan politik, dan pertimbangan ggefis. Indonesia
mempertimbangkan ketiga faktor tersebut amlal analisis untuk
memindahkan ibukotanya, tidak hanya analisisdalam negeri, namun
juga analisis dari pengalaman negara lain dilinia yang sudah
memindahkan ibukotanya. Pengalaman dari berbaggara yang telah
memindahkan ibukotanya akan memberikan masukan pgatimbangan
yang sekiranya dapat digunakan sebagai bahan iangéag lebih tepat
untuk mengkaji masalah di Indonesia.

Kata Kunci : Ibu Kota, Jakarta, Palangkaraya
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. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Jakarta, Daya Tarik lbu Kota

Ibu kota negara atazapital cityataupolitical capital berasal dari
bahasa laticaputyang berarti kepala héad, dan terkait dengan
katacapitol yang terkait dengan bangunan dimana pusat peraleamtutama
dilakukan.

Jakarta adalah Ibu Kota Indonesia, memiliki perantipg sebagai
pusat negara dan pusat pemerintahan yang dilinddatim Undang-
Undang. Jakarta sebagai ibu kota tentunya membedakeua daerah
meskipun memiliki kewenangan yang sama sebagai abelprovinsi,
tentunya Kota Jakarta sebagai ibu kota mempungaissistimewa sebagai
ibukota, memiliki peranan penting mempengaruhi leslaan politik,
ekonomi, pembangunan dan hal penting lainnya kepatiap provinsi yang
ada.

Jakarta telah ditetapkan sebagai Ibu Kota negailaluméJndang-
Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1964 TentRernyataan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap SebagaiKiiia Negera
Republik Indonesia Dengan Nama Jakarta, juga mepjgat pemerintahan
dan pusat bisnis yang mengubahnya memiliki day&k taagi penduduk
untuk tinggal dan mencari nafkah di ibu kota.

B. Rumusan Masalah

Tulisan dalan jurnal ini membahas bagaimana keadaatu negara
ketika terjadinya pemindahan ibu kota, adapun akjaregara-negara lain
yang sudah melakukan pemindahan ibu kota negargadigmengetahuan
penting sebagai pembelajaran dan menarik pengalakam penting dan
besarnya pengaruh pemindahan ibu kota negara.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai wacana pemind#harkota
negara yang setiap tahun selalu diperbincangkareli®an ini menekankan
pada metode yang bersifat deskriptif analisis yaegcari informasi tentang
pemindahan ibu kota negara, perbandingan jugaukiéak dengan negara-
negara lain yang berhasil dan gagal melakukan pham ibu kota negara,
kesemuanya di analisa secara deskriptif dalam ljpergelitian ini.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian mengenai Analisa Pemiddbu Kota
Negara, adalah:
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1. Sebagai bahan informasi tambahan bagi pembaca usarkhya
mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

2. Menambah pengetahuan mengenai pemindahan negdraa biadak
selalu pemindahan ibu kota negara mengalami kegagBhri penelitian
ini kita mendapatkan pemahaman bagaimana perjala@@mdahan ibu
kota negara.

3. Menambah literatur untuk pengembangan penelitidnh léanjut agar
dapat lebih disempurnakan.

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Pemindahan Ibu Kota Negara

Dalam UU 29/2007 tentang Pemprov DKI Jakarta didetsubahwa
Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Ibukota Ned@esatuan Republik
Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kbam dan tanggung
jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintapasall 5). Hal ini
bermakna bahwa Jakarta sebagai ibukota NKRI bukanyah berarti
memiliki hak dan kewenangan khusus saja tetapi jkgaajiban dan
tanggung jawab. Karena kekhususannya tadi, maldapgat kewajiban
Pemprov DKI kepada Presiden RI (pasal 26 ayat Tys&h-urusan yang
harus dipertanggungjawabkan penyelenggaraannya rksidBn RI itu
meliputi bidang: a. tata ruang, sumber daya alaam, lsthgkungan hidup; b.
pengendalian penduduk dan permukiman; c. transpprda industri dan
perdagangan; dan e. pariwisata. Dalam penyelerggdtawenangan dan
urusan pemerintahan tersebut, Gubernur bertanggamgb kepada
Presiden.

Pakar perencanaan kawasan urban, Yeremias T. Kbbgrendapat
sebenarnya persoalan kompleks yang membelit Jakésta diselesaikan
tanpa harus memindah lokasi ibu kota. Solusinyayydaperlu dengan
memperbaiki infrastruktur penyebab persoalan semdzanjir, kemacetan,
kepadatan bangunan atau penduduk, dan banyak iméesala

Perjalanan pemindahan ibu kota negara terjadi deta@a negara
dan beberapa negara memiliki kisah sukses dalamyaupaereka
memindahkan ibu kota lama ke tempat-tempat bapgrseKuala Lumpur
ke Putrajaya di Malaysia, Bonn ke Berlin di Jermde]bourne ke Canberra
di Australia, Valladolid ke Madrid di Spanyol, atdéyoto ke Tokyo di
Jepang.

Keberhasilan relokasi ibu kota dapat terjadi diaragmaju maupun
berkembang. Dubai dikenal di seluruh dunia sebegai bisnis utama tetapi
Abu Dhabi adalah ibu kota Uni Emirat Arab. Di IndMumbai adalah ibu
kota bisnis, sementara New Delhi sebagai pusat petalean.
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Sejumlah negara memindahkan ibu kotanya lebih sidali seperti
Kanada yang berpindah-pindah sebanyak empat kaliMtanteal-Toronto-
Quebec kemudian ke Ottawa. Iran bahkan pernah naamkan ibu kotanya
lebih dari 10 kali sebelum akhirnya sekarang mémiikheran.

Indonesia memindahkan Ibu Kota ke Yogyakarta danudri 1946
sampai Desember 1949 karena perang kemerdekaan.BDlattinggi di
Sumatera Barat juga sempat menjadi ibu kota saesid@n Sukarno
membentuk pemerintah darurat sebelum ia ditanghalp Belanda antara
Desember 1948 dan Juni 1949. Bireuen di ProvinsthAquga pernah
menjadi Ibu Kota Negara walau hanya seminggu laaaaign setelah itu ibu
kota kembali ke Jakarta menanti kemerdekaan mel&mwklamasi
Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pakar demografi sosial dari Universitas Gadjah Mgd&M),
Tadjuddin Noer Effendi, mengatakan posisi ibu ko¢gara di Jakarta tidak
perlu dipindah meskipun tingkat kepadatannya semakggi. Alasan dia,
pemindahan ibu kota ke Iluar Jakarta berarti sam@a gsengan
memobilisasikan tiga juta orang ke daerah lainrggda akan menghabiskan
biaya sangat besar. Jumlah pegawai semua kementdda lembaga
pemerintah pusat mencapai angka jutaan, belum bi#andengan anggota
keluarga. salah satu solusi untuk menyiasati keépad#akarta, tanpa harus
memindahkan ibu kota, ialah dengan menyebar kdetoenterian ke semua
provinsi. Maka, sumber daya manusia di setiap kéenam, sekaligus
anggaran kelembagaannya, akan terdistribusi ke abanyaerah dan
kementerian akan langsung bersentuhan dengan rakayadi banyak
provinsi, disampaikan pada acara seminar “Apakalkdta Jakarta Perlu
Dipindah?” di Pusat Studi Kependudukan dan Kebijad&M pada Kamis,
20 Agustus 2015.

. PEMBAHASAN

A. Jakarta Sebagai Ibu Kota

Jakarta sebagai ibu kota tentunya memiliki pernadsal seperti
provinsi pada kota lainnya, tetapi Jakarta memilikiai lebih karena
dikarenakan sebagai lIbu Kota Negara. Pembangur@moek antara Pulau
Jawa dengan dengan pulau lainnya memang tidak aagnipembangunan
di Pulau Jawa lebih tinggi dari pada di pulau lgemi Indonesia (Kepala
Bappenas, pada Kompas.com 3/7).

Tanpa memecah konsentrasi kegiatan nasional ke Jakarta,
infrastruktur (transportasi) yang dibangun di DKdkdrta sepertinya sulit
untuk dapat mengurai keruwetan transportasi di kbta, karena jumlah
kendaraan akan terus bertambah seiring pertamipaiméath penduduk.
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Argumen lain mengenai pentingnya pemindahan iba latdu pusat
pemerintahan adalah lingkungan Kota Jakarta saierka sudah terlalu
padat, penuh gedung permanen, dan minim cadangaeswair baku. Juga,
distribusi penduduk yang 60% bertumpu di Jawa ssbagsat kekuasaan
hanya mungkin dapat terdistribusi ke luar Jawa &da perubahan dengan
lahirnya wacana pemindahan Ibu Kota Negara.

Berdasarkan data bahwa 70% ekonomi nasional dik@nakleh dana
APBN, dan dana APBN itu akan selalu berputar ditaepusat kekuasaan.
Bila pusat kekuasaan di Jakarta, maka perputanaa ARBN juga hanya di
Jakarta dan sekitarnya. Apakah perputaran nilain@ko dan dan
pembangunan dipengaruhi karena Jakarta sebagKiollauatau Kota Jakarta
memang sebagai kota pusat bisnis tanpa kehadivakidta didalamnya?

Fakta ketimpangan kepadatan dan pembangunan awitagah
Indonesia barat dan timur selama ini sulit diasggak era kolonial. Apalagi,
kawasan padat seperti Jakarta malah menjadi pagatitaran 70 persen dari
uang yang beredar di Indonesia. Indonesia barany@a22 persen wilayah
nasional, tapi ditempati 78 persen penduduk, dialJaaja ditempati 57
persen penduduk.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan Indonesianui yang
memiliki luas 72 persen dari wilayah nasional danya ditempati 20 persen
penduduk. Di kawasan seperti Papua, angka kepagataembilan jiwa per
kilometer persegi. Sedangkan Jakarta, kepadatameyecapai 15.015 jiwa
per kilometer persegi. Situasi ketimpangan kepadiaianemicu pemusatan
investasi ekonomi di beberapa kawasan saja sehitiggkat kemiskinan
Jakarta sangat rendah dibanding daerah lain, yakhipersen. "Rata-rata
tingkat kemiskinan kota Indonesia, 8,5 persen dmad 4,4 persen.

Ibu kota juga harus diselamatkan dari ancaman takidlah kelola
Kota Jakarta yang semakin parah. Kesalahan peageloini termasuk
ketidakmampuan pemerintah di masa lalu mengansisgempak ancaman
alam yang semakin meningkat. Perubahan iklim yamgndai kenaikan
permukaan air laut, ternayata diiringi pula olehtdmbahnya penurunan
muka tanah akibat pembangunan kota yang ekspfdi¢akiadap tanah dan
sumberdaya air. Pesatnya pertambahan bangunandzan@edung pusat
bisnis dan perkantoran telah diikuti oleh penyedaa tanah secara besar-
besar. Akibatnya, banjir semakin menjadi ancamarusebagi sebagian
wilayah Kota Jakarta, meskipun Proyek Banjir KanBimur telah
dioperasikan.

Kelemahan manajemen Kota Jakarta, dan beberapa hedar
lainnya di Jawa, tampak pula dalam mengantisipgsanisasi yang cepat
seiring dengan berkembangnya gejala kesenjangarsetgniegasi sosial di
tengah-tengah masyarakat. Akibatnya, berbagai jem&astruktur
permukiman dan transportasi di Jakarta sangat g@rh memadai, yang
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ditandai dengan kemacetan yang sangat parah darknyar pelayanan
transportasi publik, permukiman kumuh dan ilegadgyaemakin bertumbuh,
sistem drainase dan sanitasi yang buruk, pasokargiedan listrik yang
tidak stabil, dan sebagainya.

Kini, ketika Jakarta terbukti tidak mampu lagi mendalikan tata
ruang dan pelestarian lingkungan hidup yang ditaddagan pelanggaran
demi pelanggaran peruntukan ruang, tidak mampu emetadikan penduduk
dan permukiman yang ditandai dengan ketidakmampuonmmyediakan
hunian yang layak bagi warga Jakarta, terutamangalo berpendapatan
rendah dan miskin dan berbagai keperluannya, s@g@al dalam menata
transportasi umum yang layak dan terjangkau dan puamenghindari
kemacetan, ketidakmampuan Pemprov DKI Jakart@mutharus dievaluasi
secara mendalam dan menyeluruh. Untuk selanjutpgdy dikaji dan
direncanakan kota pengganti yang dibangun secaraner untuk mampu
mengemban peran dan tanggungjawab sebagai ibulkd®ad INngga ratusan
tahun ke depan.

B. Kota Palangkaraya Sebagai Wacana Tujuan Ibu Kota Ngara

Indonesia sangat memerlukan pembangunan growthlgialeli luar
Pulau Jawa guna menetralisisasi potensi gaya femati Jawa yang
membuat ekonomi jangka panjang tidak efisien dankimatidak
berkualitas.A Saat ini, 80 persen industri nasiobatlokasi di Jawa.
Sementara, sebagian besar bahan penghasil ersrigi dan energi panas
bagi industri-industri tersebut didatangkan daar|Bulau Jawa.

Pada saat yang sama, konsentrasi industri di Jawguga terus
menyusutkan lahan-lahan pertanian di Jawa yangpakan lahan pertanian
paling subur di Indonesia. Pihak Badan Pusat 8tatiselaporkan (tanggal 1
Juli 2010) bahwa setiap tahun terjadi penyusutaangpertanian di Jawa
seluas 27 juta hektar. Dari kondisi ini saja, tefatjadi sejumlah langkah-
langkah paradoks dalam pembangunan yang dicanangkaperti
membangun ketahanan pangan, pembangunan berwaviag&aongan,
pembangunan hemat energi, pembangunan yang maratzeckeadilan dan
sebagainya.

Pemindahan ibu kota ke Kalimantan, meskipun akamakan biaya
sekitar Rp Rp 50 hingga Rp 100 triliun, tidak diakan sekaligus.
Pembiayaan dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepukahun (visi
Indonesia 2033:2010), dengan rata-rata Rp 10 Trilpertahun. Biaya
tersebut merupakan investasi bangsa yang akan m@ms&lagh keuntungan
berlipat-lipat dalam jangka panjang, untuk masaadeplKRI sepanjang
usianya. Ibu Kota yang baru akan menambah dayk ltztbnesia di mata
dunia internasional, dan daya tarik itu akan meartgtan nilai devisa bagi
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negara melalui aliran masuk investasi maupun wisata Sejauh kita bisa
mendorong persebaran kedatangan pemodal dan wsatasing itu ke

berbagai wilayah di Indonesia, peningkatan detisgentu akan mendukung
pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Pengeluaran Rp 100 triliun untuk waktu sepuluh tnatatau kurang
dari 1% nilai APBN, jelas jauh lebih rendah dibargkan kerugian akibat
kemacetan di Jakarta yang sekarang mencapai drpta$ triliun per tahun,
dan degradasi lingkungan yang terus meningkattadiaun ke tahun. Apabila
kerugian akibat kemacetan tersebut digabungkardiggan kerugian akibat
banjir, kemerosotan daya dukung lingkungan, kenwtaos kualitas
hubungan sosial, dan sebagainya dengan nilai yang tmeningkat dari
tahun ke tahun, investasi memindahkan ibu kota adenauh lebih besar
lagi manfaatnya.

Dari total investasi untuk infrastruktur dan sarg@aag dibangun di
Ibu Kota baru ini tentu sebagian akan berfungsajagbagai penjual jasa-
jasa pemerintahan kepada publik. Infrastruktur damana itu misalnya
adalah jaringan listrik, instalasi air bersih, baraj pelabuhan dan beberapa
lainnya. Artinya, untuk jenis infrastruktur dan @aa tertentu, dalam jangka
panjang investasi yang dikeluarkan bisa dikembalidari pembayaran yang
dikenakan kepada pengguna jasa.

Pemindahan ibu kota ke wilayah Kalimantan akan negikén
energi untuk memperkuat keberadaan Indonesia sebagara maritim dan
mendukung misi mewujudkan pertumbuhan ekonomi y@ergualitas serta
pembangunan berkelanjutan. Dengan 2/3 luas wilayatg terdiri dari
lautan, selama ini pembangunan ekonomi di Indon@ss&ru berbasis
daratan. Implikasinya, potensi ekonomi kemaritimarenjadi lenyap.
Perekonomian maritim dalam wujud industri perkapal@engolahan ikan,
pariwisata laut, energi air, transportasi air, ¢&in-lain tidak berkembang.
Problem ekonomi biaya tinggi di Indonesia selamaimara lain disebabkan
tingginya ongkos logistik yang bersumber dari isiefisi transportasi laut
(kapal). Demikian pula, masih belum maksimalnygpekdndonesia karena
sangat tergantung dari komoditas darat (perkebdaanlain-lain). Seluruh
problem itu akan dapat diurai jika perekonomiara Kergerak menuju
pemanfaatan potensi maritim. Penempatan ibu kotidatimantan bagian
selatan agak ke timur sangat tepat sebagai episenfrengembangan
ekonomi maritim nasional yang akan menggerakkarernsot ekonomi
maritim di kawasan timur maupun barat Indonesia.

Pemindahan lbukota NKRI yang diiringi oleh pengendsm kota
baru sebagai fungsi ibukota merupakan peluang meguima salah satu
model Kota Lestari. Membangun Kota Lestari tentunydak dapat
diserahkan semata kepada sektor swasta yang leasii@euntungan. Kota
Lestari mengandung misi-misi permukiman berkelamutang hanya dapat
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dijalankan dengan kepemimpinan sektor publik yangtkdan didukung

sektor swasta dan masyarakat secara sinergis.

Sebagai model Kota Lestari di tanah air, ibukotau lzlalah simbol
Indonesia Baru dengan segala kebaikan pembangustandan penataan
permukimannya. Ibukota baru direncanakan menamplkegpadatan
penduduk yang terencana hingga berjumlah lebihniguta juta penduduk
saja. Ibukota baru sebagai model kota lestari Adajang diterapkannya
berbagai pendekatan pengembangan permukiman dan yleostg belum
berhasil diwujudkan hingga kini, seperti:

1. Penataan ibukota pusat pemerintahan atau civiceccgr@ng terpadu
dengan fungsi-fungsi permukiman, pusat pendidikarsat penelitian,
kawasan industri jasa, dan rekreasi serta didulsistgm transportasi,
prasarana permukiman dan fasilitas-fasilitas katagymemadai (Revisi
UU 29/2007 tentang Ibu Kota Negara);

2. Manajemen kota yang kuat dan mampu mengendalikamap@atan
ruang-ruang kota dan wilayahnya secara efektif @mentasi UU
Penataan Ruang 26/2007);

3. Pengembangan sistem transportasi publik yang terpgdr-moda dan
terpadu dengan pusat-pusat aktivitas kota berdasakonsep TOD
(Transit Oriented Development);

4. Pengembangan integrated urban infrastructure mareage

5. Kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangunldimgmtasi UU
4/1992 dan PP 80/1999);

6. Pembangunan kota terpadu dengan penyediaan penungahg layak

bagi seluruh warganya, melalui pengembangan pemarkicampuran

multistrata yang bebas dari eksklusivisme lingkumgermukiman;

Pengembangan permukiman berbasis komunitas (coryrhmising);

Penerapan konsep green building, sustainable lapdsaan juga

sustainable settlements;

9. Pembangunan kapasitas dan pengembangan kelembdgapacity
building and institutional development) pengelol#aukota NKRI.

© N

Usulan pemindahan ibu kota ke Kalimantan harudakl@n dalam
agenda membangun multigrowth pole nasional yarangehya diiringi oleh
agenda membangun multigrowth pole perwilayah. llota kyang baru -
karena posisi dan lokasinya- akan berada dalamggmi kota-kota nasional
yang sehat, seimbang, saling memperkuat dan meoketdtanan
kewilayahan yang harmonis. Dengan bentuk jaringamu bkota-kota
nasional, dalam jangka panjang akan tercipta eBsiekonomi nasional
karena tiap jenis industri berada relatif di dekaimber bahan energi dan
bahan baku yang dibutuhkan. Kota-kota besar seta-Kota industri di
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Jawa juga terhindar dari kongesti bongkar muathpglan laut, kongesti
traffic penerbangan, dan kemacetan lalu lintasldinj raya.

Usulan pemindahan ke Kalimantan juga telah mempbangkan
manfaat agregat dibanding pemindahan ke lokasi Rentama, Kalimantan,
tepatnya Kalimantan bagian selatan, adalah kawas@ah Indonesia, yang
membuat biaya pergerakan dari Pulau Jawa yang idifeim 59% penduduk
nasional tidak terlalu tinggi. Kedua, Kalimantarakath sumber utama bahan
baku energi nasional, seperti batu bara, minyakibulan gas. Ketiga,
sumber air memadai untuk kebutuhan jangka panjaeguh program
pelestarian lingkungan berjalan baik dan teknopemgigolahan air digunakan
sebagaimana mestinya. Keempat, Kalimantan merupdkanah dengan
kepadatan penduduk paling rendah di Indonesia ersdapua. Kelima,
Kalimantan adalah pulau yang paling aman dari aacabencana gempa
bumi di Indonesia. Keenam, Kalimantan adalah salaiu wilayah yang
mengalami proses pertumbuhan dan sirkulasi modag yalak adil dan
sangat tidak seimbang di Indonesia.

Dengan prosi jumlah penduduk yang hanya 5,6% pedseintotal
penduduk nasional, Kalimantan memberi kontribusiesar 9,3% terhadap
PDB nasional. Sementara daerah lain, porsi sumbaygaterhadap PDB
nasional hampir sama atau kurang dari porsi praserjumlah penduduknya
terhadap nasional. Tetapi, yang lebih menyedihkkahah, porsi investasi di
Kalimantan terhadap total investasi nasional yamgyh 0,6%. Hal ini amat
kontras dengan porsi investasi yang tertanam diaJgang besarnya
mencapai 72,3% dari total investasi secara nasitmgélas mengisyaratkan
bahwa Kalimantan adalah daerah yang terancam bddkembang secara
ekonomi karena sebagian besar pendapatan yanglihhadi daerah ini
dibawa ke Jawa.

Alternatif pemindahan ibukota ke Jonggol atau Serseperti yang
selama ini banyak dimunculkan- hanyalah ide mergygesikota semata dan
tidak didasari agenda pemerataan pembangunan Wwildga kota-kota.
Untuk mengurangi laju migrasi penduduk dari dadeah ke Jabodetabek,
ide ini justru mengandung kontradiksi dengan tujuamanajemen
kependudukan selama ini, karena ia akan terus m&mag orang untuk
datang dari berbagai daerah dan memberikan tekpada Jakarta untuk
semakin membesar menuju megaurban yang berkemigmagasmenjalar
(urban sprawl) dan berserakan (scattered). Di lbal tersebut, ide
pemindahan Ibu Kota ke Sentul atau Jonggol tidakjameab persoalan-
persoalan besar yang akan dihadapi bangsa Inddaedigpan.

Pilihan Presiden Soekarno ke Palangka Raya sebalyai ibu kota
baru juga didasarkan pada alasan geografis. AlaBamg Karno
memindahkan ibu kota RI ke kota tersebut ialahrk@afalangkaraya berada
di tengah-tengah Indonesia, sehingga baik dari 8am&ulawesi, Bali,
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NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, maupun Papua mekasajaraknya
sama. Dapat terjangkau lebih mudah dari semua mlilauwsantara. Selain
itu, daerah ini juga diperkirakan lebih aman dandana gempa bumi dan
letusan gunung berapi. Karakter ini berbeda d&arda yang berada tak jauh
dari titik patahan gempa. Apalagi luas wilayah Rgkaraya, yakni 2.678
Kilometer persegi, hampir empat kali lipat lebihmjgar dari wilayah
DKI Jakarta dengan luas 661,52 Kilometer perseqgi.

Mengingat Palangkaraya terletak di atas salah Isgigsan gambut
ombrogen terbesar di kawasan tropis Asia Teng@anag Karno memanggil
insinyur-insinyur Rusia untuk memimpin pembanguje@an Palangkaraya-
Tangkiling. Jalan itu kemudian dikenal dengan ngatan Rusia dan Kini
berubah namanya menjadi Jalan Tjilik Riwut. Pembaag jalan ini bagian
dari pembangunan kota baru Palangkaraya yang dkasmPresiden
Sukarno, pada 17 Juli 1957.

Gubernur  Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran pernah
mengungkapkan Provinsi Kalimantan Tengah yang gedisebut "Bumi
Tambun Bungai-Bumi Pancasila" siap menyediakaariateluas 500.000
hektare untuk pembangunan Ibu Kota negara barwarl_di tersebar di Kota
Palangkaraya, Kabupaten Katingan dan Kabupaten riguiMias.

Adanya keinginan dalam wacana bahwa pindahnya kaméesiden
dan kementerian/lembaga dari Jakarta ke kota lepers Kota Palangka
Raya tentu akan membawa perubahan signifikan teghkdndisi lalu lintas
di Jakarta dan sekaligus berdampak luas untuk pep@egan Provinsi
Kalimantan Tengah khususnya maupun Pulau Kalimgrada umumnya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUBHRuKi
Hadimuljono di Kompleks Istana Kepresidenan awadaibuni mengatakan
tempat yang sedang dikaji sebagai ibu kota baradaedi 3 provinsi di
Kalimantan, yaitu di Kalimantan Tengah (Palangkayda Kalimantan
Timur (Kaltim), dan Kalimantan Selatan (Kalsel).

Sementara Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak jusieukeras
menawarkan provinsinya sebagai ibu kota negaradeepaesiden Jokowi
dengan mempertimbangkan sejumlah faktor pendukutgymasuk
ketersediaan lahan, letak geopolitik dan geostistesgrta masyarakatnya
yang heterogen.

C. Pemindahan Ibu Kota Negara

Dalam Visi Indonesia 2033 tahun 2010, pemindahata kmisat
pemerintahan Indonesia dan pusat kegiatan lemiesgbaga negara ke
salah satu lokasi di Kalimantan akan melahirkarsesgrum baru yang
mendekati sebagian besar kawasan tertinggal daademwpinggiran yang
selama ini tidak pernah efektif dibangkitkan lewatroyek-proyek
pembangunan, seperti transmigrasi, percepatan pguban daerah
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tertinggal, percepatan pembangunan kawasan timwonbsia dan
sebagainya. Di sisi lain, pemindahan ibu kota kelinkentan akan
memudahkan pemerintah menata kota Jakarta danké&tztabesar lain di
Jawa yang terus-menerus menjadi tujuan para migaen dari desa-desa di
Jawa dan dari berbagai daerah di luar Jawa, sestegimmndari ketegangan
yang makin tinggi akibat menurunnya daya dukungmaldi Jawa
dihadapkan dengan makin bertambahnya pendudukwh yang saat ini
sudah mencapai 59 persen dari total penduduk redsion
Alasan umum pemindahan ibukota adalah pertimbargzsial
ekonomi, pertimbangan politik, dan pertimbangan ggafis. Indonesia
mempertimbangkan ketiga faktor tersebut amal analisis untuk
memindahkan ibukotanya, tidak hanya analisisdalam negeri, namun
juga analisis dari pengalaman negara lain dilinia yang sudah
memindahkan ibukotanya. Pengalaman dari berbaggara yang telah
memindahkan ibukotanya akan memberikan masukan pgatimbangan
yang sekiranya dapat digunakan sebagai bahan iangéiiag lebih tepat
untuk mengkaji masalah di Indonesia.
Wacana pemindahan Ibu Kota ada sejak Pemerintabakaho,
Orde Lama, bahkan telah mendatangkan ahli perenkatsa dari Rusia
untuk mendesain Kota Palangka Raya sebagai caloidita RI. Kondisi
tersebut melatarbelakangi tata bangunan Kota Pedaaiga tampak rapi,
jalan dominan lurus, rumah-rumah di tepi jalan dibmasuk ke dalam,
sehingga bila sewaktu-waktu jalan dilebarkan, pertar tidak perlu
menggusur warga, apalagi lahan yang tersedia masitcukupi.
Pemindahan ibu kota negara terjadi pada beberaparpgah, yaitu:
1. Masa Presiden Soekarno.
Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Palangkarayeuhyertama kali
pada 1950-an. Saat meresmikan pembangunan KotagRal®aya pada
Tahun 1957, Presiden Soekarno mewacanakan rencamndahan
lokasi ibu kota ke daerah tersebut. Palangkaragéaldota baru yang
dibangun dengan membuka hutan di pinggir sungai altam,
Kalimantan Tengah.

2. Masa Presiden Soeharto
Pada masa Orde Baru, Wacana pemindahan Ibu Kotse&{an
hilang karena lebih memfokuskan pembangunan di Jaeagan
menjadikan Jakarta sebagai pusat pemerintahan maupanis.
Konsekuensinya, Jakarta menjadi pusat urbanisasi
nasional.Palangkaraya bukan satu-satunya alteto&#ti ibu kota yang
pernah dikaji oleh pemerintah Indonesia.
Semasa Orde Baru, Presiden Soeharto juga mewacanaka
pemindahan lokasi Ibu Kota ke Jonggol melalui Kegpt Tahun 1997
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Tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan JonggagaelKota
Rencana pemindahan ibukota, Joogol berada di KaigoB yang
berjarak 60 Kilometer dari Jakarta. Joggol memiigdian kosong seluas
30.000 Hektar yang siap dijadikan tujuan pembanguitzu Kota
negara.

3. Masa Presiden BJ Habibie
Pasca reformasi, Presiden BJ Habibie juga pernalhvagsnakan
kemungkinan pemindahan Ibu Kota dari DKI Jakart&idrap, Sulawesi
Selatan. Alasan Habibie, daerah ini juga bisa djapderada di tengah-
tengah wilayah Indonesia.

4. Masa Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono
Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (S@atnya di
tahun 2010, wacana pemindahan ibu kota itu mureuldali, tapi hanya
sesaat dan kemudian tenggelam lagi. Pemindahakoifaudiwacanakan
akan pindah ke Kabupaten Banyumas, Purwokerto, Jawgah.

5. Masa Presiden Joko Widodo

Pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi)
tampaknya melebihkan usaha mewujudkan gagasan Rmesiden
Soekarno untuk memindahkan lbu Kota RI dari JakaaPalangka
Raya. Bukan sekadar alasan politis tapi sudah yadteruwetan Kota
Jakarta saat ini, terutama menyangkut transporasi lingkungan
hidupnya, hanya bisa diurai dengan memecah komrsgnkegiatan
nasional ke luar Jakarta, terutama luar Jawa.

Pemindahan ibu kota bukan perkara mudah. Butuhuvakitup
lama untuk menyiapkan infrastruktur dasar penunjapgsat
pemerintahan. Infrastruktur dasar itu meliputi galdransportasi, air
bersih, hingga energi listrik yang memadai.

Wacana untuk memindahkan Ibu kota Negara dari dkhida akan
di realisasikan mulai tahun 2018, kajian pemindalfan kota termasuk
skema pendanaan, akan rampung tahun ini. Kemudida fahun 2018 atau
2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pexhardpusat administrasi
pemerintahan, sesuai pernyataan Menteri PerencarRRambangunan
Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonefiampas.com3/7).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)iBada
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), BamBaemantri
Brodjonegoro, usai membuka Musyawarah Perencanaambd&hgunan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Pangkalpggmada Jumat, April
2017. Salah satu alasan pemerintah mengkaji remm@mandahan lbu Kota
ialah karena adanya kebutuhan pembentukan pusaomkobaru. Pulau
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Jawa terlalu mendominasi perekonomian Indonesia. ptn aktivitas
perekonomian belum menyebar ke seluruh Jawa malainkaru
terkosentrasi di kawasan Jabotabek atau DKI Jakartasekitarnya sehingga
perlu membangun pusat perekonomian baru di luauPidwa.

Bambang Brodjonegoro, mengatakan salah satu catdifetintuk
mendorong munculnya pusat pertumbuhan ekonomididuar Pulau Jawa
ialah dengan memindahkan ibu kota negara dari @RKada ke pulau lain.
Presiden Joko Widodo meminta Bappenas menggelankagmindahan lbu
Kota negara dengan maksud mendorong diversifikasusatp
pertumbuhan. Bila rencana ini benar-benar teres)iseeban Jakarta yang
kini dianggap terlalu berat, karena berperan garsdagai pusat
pemerintahan, keuangan sekaligus pusat bisnisdikseangi.

Bambang mengimbuhkan kajian Bappenas terhadap manca
pemindahaan Ibu Kota negara masih memerlukan prgsasgang.
Pemindahan Ibu Kota Negara harus benar-benar mbaatpan rasionalitas
ekonomi dan kecukupan anggaran dan menghama pembangunan ibu
kota baru yang tidak memberatkan APBN.

Johan Budi Sapto Prabowo, Staf Khusus Presiden nBida
Komunikasi, mengatakan wacana mengenai pemindaban Kota ke
wilayah lain di luar Jawa, yakni Kota Palangkarak&i mulai dikaji
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/B&®aencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas).

Bhima Yudhistira Adhinegara, Pengamat Ekonomi, tagni
pemindahan ibu kota misalnya ke Kalimantan, bisanaiptakan pusat
ekonomi baru di Indonesia. Selain munculnya magdo&tu ekonomi,
pemindahan ibu kota juga dipastikan akan mendorgegnbangun
infrastuktur di wilayah sekitarnya, termasuk di atahya transportasi
(kompas.com, 3/7).

Di Amerika Serikat, Washington DC hanyalah pusan@entahan,
sedangkan pelbagai distrik bisnis tersebar di lgaibaegara bagian lainnya.
Kantor pusaCNNterletak di pusat kota Atlanta, New York TimesNkw
York City, Hollywood di Los Angeles, industri mokdi Detroit, universitas-
universitas besar di Cambridge dan Boston, bahkeatpperjudian di Las
Vegas.

Ada beberapa pilihan mengenai wacana pemindahakdtaiNegara,
diantaranya:

1. Pindahnya Ibu Kota ke kota lainnya, maka Kantoisilen dan Kantor
Pemerintahan kementerian/lembaga (K/L) juga akapimgah ke kota
yang baru di tuju. Sementara, Jakarta akan mepjashti bisnis serta
keuangan.

2. Pemindahan pusat pemerintahan saja, sedangkanoiauN€gara tetap
Jakarta, maka proses politiknya lebih sederhana rdasih menjadi
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domain pemerintah, DPR cukup mengetahui saja. @orkasus

Malaysia; ibu kotanya masih tetap Kuala Lumpur, ananmpusat

pemerintahan dipindahkan ke Putra Jaya.

Pertanyaan yang diperlukan untuk diurai adalah peafian ibu kota
atau pusat pemerintahan? Ini dua hal yang berhBkia.pemindahan ibu
kota dari Jakarta ke kota lain di luar Jawa, tgmiosesnya lebih panjang
karena memerlukan persetujuan DPR.

Agenda pemindahan ibukota tentunya bukan sematsalikian pada
pertimbangan ancaman terhadap dan ketidaklayakkartda melainkan
didasarkan pada visi ke depan tentang tata kettgdbpngunan kawasan dan
antarkawasan secara nasional. Oleh karena tujuamgahan Ibu Kota itu
bukan bersifat tunggal, maka ia harus berisi begl@eneencana tindakan
strategis di bidang ekonomi, pembangunan kawasamepntahan, politik,
hukum, kebudayaan, dan tatanan sosial, yang kessmuzsergerak saling
mendukung, bukan merupakan masing-masing dinamiag yterpisah.
Pemindahan Ibu Kota adalah juga strategi untuk dadw@n ketegangan-
ketegangan dalam proses membangun yang selamaemngatirkan energi
secara tidak adil dan merata serta menimbulkan ddamaradoks dalam
langkah-langkah yang diklaim untuk memperbaikifthrdup warga negara,
mewujudkan keadilan, kesejahteraan, kemakmuran sébagainya. Perlu
kiranya disadari, dengan episentrum yang mahakualakiarta saat ini,
ditambah porsi 80% industri yang berlokasi di Jawagka program
transmigrasi penduduk keluar Jawa, percepatan p®gnban daerah
tertinggal di luar Jawa, pengembangan pendidikanludr Jawa, dan
sebagainya, tidak akan bisa efektif dan optimakhkarkuatnya daya tarik
dari episentrum Kota Jakarta dan Pulau Jawa untekank kembali
berbagai sumber daya yang ada di luar Jawa, tekmasuy dialokasikan
lewat berbagai kebijakan tadi.

Untuk tujuan pengentasan kemiskinan, dalam jangkaemgah dan
jangka panjang, hal ini dapat memecahkan dua laratik masalah
kemiskinan sekaligus, yaitu karakteristik kemiskirth Jawa dan luar Jawa.
Kemiskinan di Jawa memiliki karakteristik kemiskinaAsia, yang
disebabkan penduduk yang terlampau banyak dan .p8eatentara itu,
kemiskinan di Indonesia bagian tengah dan timukdrakter kemiskinan
Afrika yaitu kemiskinan karena minimnya infrastruktlan ditandai dengan
penduduk yang jarang. Pembangunan pusat-pusatngmrhan baru di
Indonesia bagian tengah dan timur dapat menciptatanulasi untuk
mengatasi persoalan ini dengan menciptakan kesemababaru secara
bertahap.

Agenda pemindahan ibu kota itu tentu saja harumgiioleh beberapa
tindakan strategis pendukung lainnya di bidang ekon pembangunan
kawasan, pemerintahan, politik hukum, kebudayaan,tdtanan sosial, yang
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kesemuanya bergerak saling mendukung, bukan gergkag masing-

masing otonom. Pemindahan ibu kota adalah jalarukumheredakan

ketegangan-ketegangan dalam proses membangun yalanas ini

mengalirkan energi secara tidak adil dan menimlulkanyak paradoks
dalam langkah-langkah yang diklaim untuk mempeib@itaf hidup warga
negara, mewujudkan keadilan, kesejahteraan, kentakindan sebagainya.

Agenda pemindahan ibu kota ke Kalimantan adalamdaekunci
untuk menata Indonesia, sejauh ia diiringi denggenda-agenda strategis
lainnya, yang di dalamnya termasuk agenda menata ¥akarta dan kota-
kota besar lainnya. Pemindahan ibu kota ke Kaliararidalah jalan untuk
menata perekonomian nasional agar betul-betul imseaih pertumbuhan
yang berkualitas, karena memperbesar peluang unémkanfaatkan sumber
daya alam, daya dukung lingkungan, dan manusiaaetiaien.

Dalam konteks upaya nation building, pemindahan HKmoia ke
Kalimantan juga akan menghasilkan tonggak nasiemalibaru Indonesia,
karena penempatan Ibu Kota di titik tengah nusantar bisa menjadi
simbol kebersamaan antara berbagai bagian Inders&sibol untuk berbagi,
yang akan mendorong semua warga negara merasariehifliki Indonesia.
Kalimantan di sekitar bagian selatan agak ke tinagalah titik tengah
nusantara diantara rentang Sabang-Merauke damgeht@ngas dan Pulau
Rote.

Dalam pengertian geografis, kota adalah suatu temgng
penduduknya rapat, rumah berkelompok, dan mata apanan
penduduknya bukan pertanian. Terdapat dikotomi utepierkotaan yang
didasarkan pada bentuk geometri kota ygitanned dan lanne Kostof
dalam Ardian:2007), yaitu:

a. BentukPlanned(terencana). Dapat dijumpai pada kota-kota Erdyzal a
pertengahan dengan pengaturan kota yang selallaretan rancangan
bentuk geometrik.

b. Bentuk Unplanned (tidak terencana). Banyak terjadi pada kota-kota
metropolitan, dimana satu segmen kota berkembargraespontan
dengan bermacam-macam kepentingan yang saling siesghingga
akhirnya kota akan memiliki bentuk semaunya yangudian disebut
denganorganic pattern bentuk kota organik tersebut secara spontan,
tidak terencana damemiliki pola yang tidak teratur dan non-geometrik.

Hall (2006) membagi kota dalam tujuh tipe, yaitu:

1. Multi-Function Capitals Mengkombinasikan semua atau sebagian besar
fungsi tertinggi dari fungsi pemerintahan di levasional (London,
Paris, Madrid, Stockholm, Moscow, Tokyo).

2. Global Capitals Kondisi spesial dari tipe pertama dimana ibukatza
memiliki peran di tingkat super-nasional dalam fikli komersial
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(ekonomi), keduanya (London, Tokyo).

3. Political Capitals Memiliki fungsi sebagai kota pusat pemerintahan,
tetapi memiliki peran sebagai kota pusat ekonomi (The ldadgonn,
Washington, Ottawa, Canberra, Brasilia).

4. Former Capitals Kota yang pernah menjadi ibukota (tidak lagi meini
status sebagai ibukota) tetapi tetap memertahdiikaysi historisnya (St.
Petersburg, Philadelphia, Rio de Janeiro).

5. Imperial Capitals Kondisi spesial dari tipe ketiga, dimana kota
merupakan mantan ibukota dimasa kerajaan yang Kemienjadi
ibukota dimasa modern. Kota tersebut juga memilikigsi penting
dalam kegiatan ekonomi dan budaya untuk wilayahtamakerajaannya
(London, Madrid, Lisbon, Vienna).

6. Provincial Capitals Kondisi spesial dalam negara federal. Mirip seper
tipe ketiga, sebuah kota pernah memiliki status selibgkota secarde
facto, namun di era modern telah kehilangan statusmgauib@han status
tersebut memengaruhi fungsi mereka terhadap dakrakkelilingnya
(Milan, Turin, Stuttgart, Munich, Montréal, Toronto Sydney,
Melbourne).

7. Super CapitalsKota yang memiliki peran dan fungsi sebagai pdsat
organisasi internasional. Kota ini hanyalah ko&shiataupun kota yang
memiliki status sebagai sebuah ibukota (BrusselasBourg, Geneva,
Rome, New York).

Menurut penjelasan Campbell, Indonesia berada paap&m
Archipelago Capital dalam perkembangan kota. Campbell (2004)
merangkum berbagai macam tipe dan membaginya kedatam kategori
utama. Campbell merangkum mempertimbangkan aspsérisi yang ada
dalam kota tersebut, adalah:

1. Classic Capitals Jakarta, Bogota, Caracas, London, Madrid, Mexico
City).

2. Relocated CapitalsAnkara (dari Istanbul 1923, Turki), Astana (dari
Almaty 1998, Kazakhstan), Lilongwe (dari Blantyi@/6, Malawi).

3. Constructed CapitalsAbuja (dari Lagos 1991, Nigeria), Brasilia (dari
Rio Janeiro 1960, Brasil), Canberra (dari Melboui®27, Australia),
Islamabad (dari Karachi 1960, Pakistan).

4. Federal Capitals Canberra (Australia), Kinshasa (Kongo), Moscow
(Rusia),Ottawa (Kanada).

5. Capitals Amsterdam/ The Hague (Belanda), Bloemfontein/eCEpwn
(Afrika Selatan).

6. Archipelago Capitals Jakarta (di pulau Jawa, Indonesia), Tokyo (di
pulauHonshu, Jepang).

7. Capitals with Unique JurisdictionsAbuja (Federal Capital Territory

124



DEDIKASI VOLUME 19 NO 2 DESEMBER 2018 ISSN CETAK  1412-6877
ISSN ONLINE 2528-0538

NigeriaBrasilia Federal District Brasil), Mexico City Federal
District, Meksiko).

Perbandingan Geografi Kota Jakarta dan Kota Palanglaraya

Tabel 1. Tabel Geografi Kota Jakarta

The Total Area and Number of Administrative Units by
Regency/Municipality, 2009-2013

Regency/Municipality Area_(km2)
2009 2010 2011 2012 | 2013
Kep. Seribu 8.7 8.7 8.7 8.7 8,70
Jakarta Selatan 141.27| 141.27| 141.27| 141.27| 141,27
Jakarta Timur 188.03| 188.03| 188.03| 188.03| 188,03
Jakarta Pusat 48.13| 48.13 48.13| 48.13| 48,13
Jakarta Barat 129.54| 129.54| 129.54| 129.54| 129,54
Jakarta Utara 146.66| 146.66| 146.66| 146.66| 146,66
DKI Jakarta 662.33| 662.33| 662.33| 662.33| 662,33

Sumber : BPS Kota
Jakarta

Tabel 2. Tabel Geografi Kota Palangkaraya

Luas Wilayah Kota Palangka Raya, 2014
Kecamatan Luas (Km?) %

Pahandut 117.25 4.4
Sabangau 583.5 21.8
Jekan Raya 352.62 13.2
Bukit Batu 572 21.3
Rakumpit 1053.14 39.3

Palangka Raya 267851 100.0
Sumber: Kantor Walikota
Palangka Raya
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IV. PENUTUP

1. Jakarta telah ditetapkan sebagai Ibu Kota negarklumeUndang-
Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1964 Tenfernyataan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap SebagakKdiba Negera
Republik Indonesia Dengan Nama Jakarta, juga mendsat
pemerintahan dan pusat bisnis yang mengubahnya likiedaya tarik
bagi penduduk untuk tinggal dan mencari nafkalbdikota. Dalam UU
29/2007 tentang Pemprov DKI Jakarta disebutkan baRvevinsi DKI
Jakarta berperan sebagai Ibukota Negara KesatupnbRe Indonesia
yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, @amggung jawab
tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Indonesia memindahkan lbu Kota ke Yogyakarta danudri 1946
sampai Desember 1949 karena perang kemerdekaarBukitinggi di
Sumatera Barat juga sempat menjadi ibu kota sasdid®n Sukarno
membentuk pemerintah darurat sebelum ia ditangledpBelanda antara
Desember 1948 dan Juni 1949. Bireuen di ProvinghAgiga pernah
menjadi Ibu Kota Negara walau hanya seminggu lamasign setelah itu
ibu kota kembali ke Jakarta menanti kemerdekaaralmelProklamasi
Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Adanya wacana pemindahan ibu kota negara yangpsetiain selalu
diperbincangkan, jurnal ini membahas bagaimanadaaduatu negara
ketika terjadinya pemindahan ibu kota, adapun abkjaegara-negara lain
yang sudah melakukan pemindahan ibu kota negarmdigrengetahuan
penting sebagai pembelajaran dan menarik pengalakeanpenting dan
besarnya pengaruh pemindahan ibu kota negara.

4. Perjalanan pemindahan ibu kota negara terjadi betaga negara dan
beberapa negara memiliki kisah sukses dalam upayareka
memindahkan ibu kota lama ke tempat-tempat barperg8eKuala
Lumpur ke Putrajaya di Malaysia, Bonn ke Berlinldirman, Melbourne
ke Canberra di Australia, Valladolid ke Madrid ¢gpadyol, atau Kyoto
ke Tokyo di Jepang.

5. Keberhasilan relokasi ibu kota dapat terjadi di amagmaju maupun
berkembang. Dubai dikenal di seluruh dunia sebkgt bisnis utama
tetapi Abu Dhabi adalah ibu kota Uni Emirat Aral. IBdia, Mumbai
adalah ibu kota bisnis, sementara New Delhi seljagat pemerintahan.

6. Sejumlah negara memindahkan ibu kotanya lebih dekali seperti
Kanada yang berpindah-pindah sebanyak empat kali Manteal-
Toronto-Quebec kemudian ke Ottawa. Iran bahkangbememindahkan
ibu kotanya lebih dari 10 kali sebelum akhirnya asakg memilih
Teheran.
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7. Pakar perencanaan kawasan urban, Yeremias T. Kdimmpendapat
sebenarnya persoalan kompleks yang membelit Jabigdadiselesaikan
tanpa harus memindah lokasi ibu kota. Solusinyay&aerlu dengan
memperbaiki infrastruktur penyebab persoalan semachanijir,
kemacetan, kepadatan bangunan atau penduduk, dgakbanasalah
lain.

8. Ibu kota juga harus diselamatkan dari ancaman tk#élah kelola Kota
Jakarta yang semakin parah. Kesalahan pengelolaarteimasuk
ketidakmampuan pemerintah di masa lalu mengansisiglampak
ancaman alam yang semakin meningkat. Perubahan ykdng ditandai
kenaikan permukaan air laut, ternayata diiringiapoleh bertambahnya
penurunan muka tanah akibat pembangunan kota y#segloéatif
terhadap tanah dan sumberdaya air. Pesatnya pattamtbangunan-
bangunan gedung pusat bisnis dan perkantoran teiati oleh
penyedotan air tanah secara besar-besar. Akibatmymijr semakin
menjadi ancaman serius bagi sebagian wilayah Kakarth.
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